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Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat
manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua
kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu
memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan
tanah untuk penguburannyal. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan
manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.
Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di
dalam masyarakat. Tanah mempunyai nilai ekonomis, sosial, politik, dan
kuttural. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan
nasional karena semua pembangunan dilakukan di atas tanah. Dengan
demikian meningkatlah kebutuhan akan tanah, maka pengadaannya perlu
dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak yang sah menurut hukum atas tanah yang

bersangkutan.

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya

pertumbuban penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang




enyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di

ihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Ketimpangan antara
peningkatan kebutuban manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan
tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat.
Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah tersebutlah
yang dinamakan masalah pertanahan. Masalah pertanahan juga dapat
dikatakan sebagai sengketa atau konflik pertanahan. Secara etimologi, istilah
“masalah™ diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan (persoalan)?,
sedang istilah “sengketa” dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyebabkan
perbedaan pendapat, pertengkaran/perbantahan, pertikaian/perselisihan,
perkara di pengadilan’, dan “konflik” adalah percekcokan, perselisihan,

pertentangan®

. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai istilah yang
digunakan, yang dalam penelitian dipakai istilah “sengketa pertanahan”,
mencakup pengertian adanya suatu persoalan, perselisihan, perbedaan
pendapat antara para pibak yang berkepentingan menyangkut sumber daya
tanah. Namun yang pasti, sengketa pertanahan tersebut harus dilakukan
pengkajian dan penanganan oleh instansi berwenang sehingga
penyelesaiannya dapat dilakukan secara tuntas. Dalam mencari penyelesaian
dari sengketa pertanahan tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksana
kekuasaan Negara (Pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di

bidang pertanahan terutama dalam hal pemilikan, penguasaan, penggunaan
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dan pemanfaatannya termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa
pertananahan yang timbul. Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat
diatasi dengan norma dan aturan-aturan yang ada, atau dengan kata lain
diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Bahkan terhadap sengketa
pertanahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, dan
pertahanan keamanan, tetap disiasati penyelesaiannya dengan ketentuan
hukum yang ada, sebab semua peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah
pada dasarnya merupakan resultante dari faktor-faktor ekonomi, politik, sosial,
budaya dan pertahanan keamanan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan hukum yang berlaku
tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal
33 ayat (3) yang isinya menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikvasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya aturan dasar tersebut
dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan juga dalam peraturan
pelaksanaannya) yang merupakan substansi hukum yang disebut Hukum
Pertanahan/Keagrariaan. Oleh karena pengaturan dan pengelolaan terhadap
bidang pertanahan/keagrariaan ini melalui kehadiran peraturan perundang-

undangan yang ada, khususnya dalam UUPA, diyakini dapat menyelesaikan
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Program pengaturan penguasaan, penggunaan, peruntukan dan

pemanfaatan tanah atau yang lebih dikenal dengan program landreform dalam
sejarah pelaksanaannya dan politiknya mengalami pasang surut dan hanya
berjalan pada awal-awal berlakunya UUPA yakni pada zaman Pemerintahan
Presiden Soekarno, setelah tahun 1966 hingga tahun berikutnya seolah-olah
Pemerintah dan masyarakat alergi membicarakan landreform’, bahkan hingga
saat ini program tersebut seperti sulit dilaksanakan secara paripurna. Begitu
juga dengan program pengaturan hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-
perbuatan hukum antara orang dengan bidang-bidang tanah yang diwujudkan
dengan pemberian jaminan kepastian hukum melalui kegiatan pendaftaran
tanah atau saat ini dikenal dengan legalisasi aset, hingga tahun 2006 baru
sekitar 30% dari 85 juta bidang tanah yang terdaftar’, schingga banyak
masalah/sengketa pertanahan yang timbul akibat pemerintah belum dapat
melaksanakan pendaftaran untuk seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia
sesuai dengan yang diinstruksikan dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang direvisi dengan Nomor 24 tahun 1997.
Sedangkan program pengaturan rencana umum dalam penatagunaan tanah,
baru pada tahun 1993 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1993
tentang Penatagunaan Tanah, dan substansinya merupakan bagian dari
Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 tahun

1992 jo. No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena ketentuan

5 parlindungan AP, Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, (Bandung : Mandar
Maju, 1991), hal. 7 )
¢ pidato Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pembukaan Symposium dan
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peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan tersebut tidak dapat
dilaksanakan, maka timbullah sengketa pertanahan, sebab pada asasnya
hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus

ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Kondisi tidak ditegakkannya kaedah Hukum Agraria secara seksama
dapat dilibat misalnya sekelompok rakyat telah berani mengklaim hak orang
lain menjadi haknya atau memperoleh tanah yang kadang-kadang tanpa dasar
hukum (alas hak) atau tanpa prosedur hukum atau telah terjadi penyerobotan
tanah, pematokan lahan yang tidak berdasar hukum demi keinginan
memperoleh tanah’. Selain itu banyak sengketa pertanahan yang timbul
diselesaikan secara hukum melalui lembaga peradilan, karena masing-masing
pihak merasa punya dasar hukum dalam penguasaan atas tanah, sehingga

harus hadir pihak ketiga yang menguji kekuatan bukti haknya.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan
berdasarkan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman sebagai perubahan dari Undang Undang Nomor 4 tahun 2004
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
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lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh
sebuah mahkamah konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bila
berkaitan dengan perkara pertanahan antara para pihak yang bersengketa,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan dengan memeriksa,
mengadili dan memutus perkaranya serta melaksanakan (eksekusi)
putusannya, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dijadikan
sebagai dasar penyelesaian secara tuntas dari sengketa tersebut. Dengan
demikian, pada dasarnya setiap terjadinya kasus pertanahan harus diselesaikan
melalui lembaga peradilan, namun pada kenyataannya, tidak semua kasus
pertanahan yang terjadi dapat dibawa ke lembanga peradilan baik karena
kekurangan bukti-bukti maupun karena para pihak tidak bersedia mengajukan
gugatan ke pengadilan atan melaporkan kepada aparat penegak hukum atas
setiap kasus pertanahan, yang dengan berbagai pertimbangan, para pihak lebih
memilih diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu
penyelesaian sengketa pertanahan juga dapat ditempub melalui cara
musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa, dengan kehadiran
pihak ketiga yang dipercaya sebagai mediator dan fasilitator yang disebut
penyelesaian dengan cara mediasi. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam hal
ini adalah suatu badan independen atau juga instansi pemerintah (eksekutif)
yang mengelola bidang pertanahan. Penyelesaian masalah pertanahan melalui

mediasi tersebut bukan berarti mengambil alih tugas badan peradilan
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para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang saling
r%lengunttmgkan, hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun
1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah. Penyelesaian masalah atau
us melatui mediasi tersebut, termasuk juga dalam hal bidang pertanahan
ang dimediasi dan difasilitasi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, dapat
ilakukan terhadap kasus pertanahan yang terjadi melibatkan berbagai pihak,
dan para pihak memilih penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan
cara mediasi dari instansi Badan Pertanahan Nasional, yang dimulai dengan
adanya permohonan salah satu pihak kepada instansi Badan Pertanahan

Nasional untuk menyelesaikan kasus pertanahan dengan pihak lain. Kemudian

oleh Badan Pertanahan Nasional memberikan bantuannya untuk memanggil
para pihak yang bersengketa beserta instansi yang terkait, dan setelah didengar
pendapat para pihak, barulah diambil kesimpulan yang merupakan solusi dari
kasus tersebut. Penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi ini selain
mempedomani Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 juga diperkuat dengan
adanya Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang antara lain ditekankan
peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui
kewenangan administrasi, peradilan maupun Alternative Dispute Resolution

(ADR).

Penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan yang dilaksanakan oleh

instansi Badan Pertahanan Nasional pada awalnya didasarkan pada Keputusan
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dalam konsiderannya antara lain disebutkan bahwa dengan meningkatnya
kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah terutama untuk kepentingan
pembangunan, meningkat pula permasalahan yang timbul di bidang
pertanahan, yang kemudian di perbaharui dengan keluarnya Peraturan
Presiden no 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang di
dalamnya terdapat peraturan mengenai Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Sehubungan dengan hal
tersebut, untuk dapat menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan
secara tuntas, dipandang perlu meninjau kembali kedudukan, tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan meningkatkannya
menjadi suatu lembaga yang menangani bidang pertanahan secara nasional,
yang dalam struktur organisasinya terdapat Deputi Bidang Hak Hak Atas
Tanah yang mempunyai fungsi antara lain menyelesaikan sengketa hukum di

bidang pertanahan serta kegiatan penerbitan hak atas tanah.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai penyelesaian sengketa
pertanahan, maka penelitian ini dilakukan, tentunya dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu penting karena apabila
ada landasan hukum yang jelas disertai contoh implementasi yang sudah
dilaksanakan, maka diharapkan sengketa pertanahan yang terus bertambah
mendapatkan cara yang tepat dan cepat untuk penyelesaiannya secara tuntas.

Hal yang demikianlah yang menjadi urgensi dari penelitian yang akan
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secara kuantitatif jumlah sengketa pertanahan yang timbul di tengah-tengah

masyarakat.

Untuk membuktikan implementasi hukum dalam menyelesaikan
sengketa pertanahan tersebut, maka akan ditelusuri sebuah kasus yang dinilai
menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni masalah sengketa tanah Negara bekas
Hak Guna Usaha PTPN II yang bersertifikat Nomor 4/Desa Helvetia
tertanggal 3 Februari 1995 serta Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2009 seluas + 106
Ha (lebih kurang seratus enam hektar) yang terletak di Pasar IV Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatra Utara antara PTPN II dan ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam Al

Jam’iyatul Washliyah atau yang biasa di sebut Al Washliyah dengan

penggarap.

Kasus tersebut dinilai menarik karena berdasarkan data awal yang
diperoleh diketahui bahwa sengketa pertanahan tersebut bermula adanya
perbuatan hukum jual beli tanah antara PTPN II dengan Al Washliyah seluas
+ 30 Ha (lebih kurang 30 hektar) dari tanah yang di persengketakan (+ 106
Ha) Nyonya Titin Kurniati Rabayu dan 64 orang lainnya. Perbuatan hukum

tersebut telah dilakukan namun terjadi sengketa karena adanya pengakuan
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B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan
masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam
penelitian ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata
yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang
berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan
pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam

penelitian ini berisikan antara lain :

1. Bagaimana penyelesaian kasus sengketa tanah antara PTPN II dan Al
Washlivah dengan Penggarap?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas kesepakatan atau putusan dari

penyelesaian sengkata tanah tersebut?

C. | Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1, Untuk mengetahui penyelesaian terbaik terhadap tanah yang dijadikan

obyek sengketa tersebut.
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D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
a. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang bagaimana
proses penguasaan tanah, jaminan hukumnya, serta penyelesaian
mengenai sengketa tanah bagi para mahasiswa.
b. Guna menambah pengetahvan dan wawasan bagi para mahasiswa

mengenai cara menangani suatu sengketa tanah.

2. Praktis
a. Meningkatkan ketajaman analisis praktisi hukum atau pekerja

hukum dalam proses penyelesaian sengketa tanah.
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